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 Raperda BPRS chabut Fraksi PKS Walk Out dari Rapur

YOGYA, TRIBUN - Rapat Paripurna DPRD Kota Yog-
yakarta diwarnai aksi walk out dari Fraksi PKS, Se-
nin-(13/9). Aksi tersebut disebabkan hilangnya Ra-
perda Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam

. Propemperda.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta, Bam-

- bang Anjar Jalurmurti menyampaikan, pencabutan Ra-
perda BPRS dari Propemperda tidak memiliki dasar
kuat. Pihaknya pun telah melontarkannya dalam Ra-
pur. Namun, pimpinan sndang memutuskan enggan -
membuka opsi voting.

. “Tidak ada voting, ya, sikap kami hanya dijadi- -,
kan catatan. Semestinya mekanisme voting kalau ti-
dak ada putusan dari musyawarah mufakat,” ungkap
Bambang.

Padahal, menurutnya, Raperda BPRS merupakan
satu di antara poin kesepakatan eksekutif, serta le-
gislatif, dalam Perda Nomor 11 tahun 2017, tentang
'RPJMD 2017-2022, yang dimasukan dalam Propem-
perda 2021.

la pun menegaskan, Raperda BPRS memiliki dasar
kajian akademis lengkap, dan telah melalui tahapan
harmonisasi oleh Bapemperda DPRD Kota Yogyakar-
ta. Di samping itu, produk ini juga telah dikonsultasi-

. kan ke Biro Hukum DIY, sehmgga seharusnya sudah

da?at dibahas.

Karena itu, pembahasan Raperda BPRS seharusnya
jadi komitmen antara Kepala Daerah bersama DPRD,
sebagai wujud pelaksanaan Perda RPJMD,” ujamya.

Bambang mengungkapkan,-walk out menjadi sikap

dan keputusan bagl Fraksi PKS. Menurutnya, seba-
gai perumus kebijakan, DPRD jangan sampai dijadi-
kan sebagai stempel kemauan eksekutif atau kepa-
la daerah saja.

“Padahal, rencana pendirian BPRS Kota Yogyakar-
ta telah melalui proses pengkajian yang mendalam.
Salah satunya, Kajian Kelayakan Usaha BPRS oleh
Fakultas Ekonomi UGM. Harusnya tidak ada alasan
lagi,” tegasnya.

Diterangkannya, dalam catatan Fraksi PKS DPRD
Kota Yogyakarta juga menyebutkan, bahwa pendi-
rian BPRS ini bakal melengkapi keberadaan BPR
Bank Jogja. Warga masyarakat akan mendapat le-
bih banyak pilihan, dalam keglatan ekonomi dan in-

\ dustrinya.

— . |
- Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang

Rudyatmoko mengungkapkan, permintaan Fraksi PKS
ini tidak diatur dalam aturan persidangan. Apalagi, Ra-
perda tersebut merupakan usulan dari eksekutif.

“Ibaratnya itu, sudah datang lengkap dengan ba-
hannya, tinggal dijadwal, kapan dijahit, tapi tiba-
tiba ditarik. Terus, masak tukang Jahltnya _ngonde- .
li,” ujarmya.

Oleh sebab itu, ia mempersilakan seluruh alkap
dewan, ketika ada kebijakan eksekutif yang tidak
disetujui, dapat memanfaatkan haknya melalui hak

. angket, interpelasi, maupun mengemukakan pen-

dapatnya. “Silakan dipakai saja hak-haknya. Ja-

-ngan menyandera kepentmgan publik,” ucap Da-

nang. (aka)
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